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KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan
hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan
dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palu Tahun
2025-2029. Penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Palu Tahun
2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2107 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, serta dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu 2025-2029.

Renstra DPMPTSP Kota Palu Tahun 2025-2029 disusun
dengan maksud sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan
terhadap pelaksanaan dan pencapaian hasil yang diinginkan
dalam kurun waktu 2025 sampai dengan 2029 secara efektif dan
efisien, serta memberikan komitmen pada pelaksanaan program/
kegiatan/ sub kegiatan dan mendorong keberhasilan pencapaian
tujuan organisasi. Dengan ditetapkannya dokumen Renstra ini,

diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dominan yang

dihadapi oleh DPMPTSP Kota Palu.
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Semoga dokumen Renstra DPMPTSP Kota Palu Tahun
2025-2029 ini dapat dilaksanakan secara optimal guna
mewujudkan Visi Pemerintah Kota Palu Tahun 2025-2029
“Terwujudnya Kota Palu Mantap Berkelanjutan, yang
Akseleratif, Inovatif, dan Kolaboratif”.

Palu, 22 September 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan-Tetpadu Satu Pintu Kota Palu
- 1 \&

'Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.’19681028 199403 2 016
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LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, salah satu dokumen
perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah ialah Rencana
Strategis (Renstra). Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Renstra Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat
indikatif.

Renstra Perangkat Daerah yang disusun merupakan
dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode Tahun 2025-
2029. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat Daerah
wajib ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah paling lambat
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1 bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD
atau paling lambat 7 bulan setelah dilantiknya Wali Kota.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kota Palu merupakan salah satu Perangkat
Daerah pembantu Wali Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan
Peraturan Walikota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah, DPMPTSP mempunyai tugas membantu Wali
Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
daerah. Sebagai salah satu Perangkat Daerah, DPMPTSP wajib
melakukan penyusunan Renstra Perangkat Daerah periode
Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029
merupakan upaya untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan
daerah dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan
mendukung transformasi digital, serta perubahan regulasi yang
terus berkembang sesuai dengan tugas dan fungsi. DPMPTSP
sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, memiliki
peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif
dan memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
Dengan mempercepat proses perizinan dan memfasilitasi
pengusaha dalam mengakses berbagai layanan yang diperlukan,
maka dapat menarik investor yang dapat meningkatkan
perekonomian daerah. Pelayanan yang lebih cepat, transparan,
dan berbasis teknologi, dapat meningkatkan kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan publik. Selain itu, dukungan sumber daya
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pegawai yang profesional juga menjadi hal yang penting dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan Renstra
DPMPTSP diharapkan menjadi dokumen yang penting dalam
menentukan arah kebijakan dan langkah strategis untuk
mengakomodir peran DPMPTSP.

Proses penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Renstra
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Sementara penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 mengacu
pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029. Renstra DPMPTSP Kota Palu Tahun 2025-2029 juga
disusun berpedoman pada RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029
dan memperhatikan kesesuaian pada dokumen Renstra
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029,
Renstra DPMPTSP Propinsi Sulawesi Tengah serta dokumen
terkait lainnya, yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Palu yang

merupakan dokumen perencanaan tahunan.
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1.2

Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum penyusunan Renstra DPMPTSP Tahun

2025-2029 ialah sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994
tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3555);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
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7.

10.

11.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerinah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6757);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
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12.

13.

14.

15.

16.

Republik Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);
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17.

18.

19.

20.

2k

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
71195);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021
Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-
2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-
2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021

tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 885);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3
Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 272);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025
tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitasi Penanaman
Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Online (Online Single Submission) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029;

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran
Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
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35. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah
Kota Palu Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Palu Nomor 12);

36. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah
Kota Palu Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Palu Nomor 4);

37. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);

38. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

39. Peraturan Walikota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun
2024 Nomor 4).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Renstra DPMPTSP disusun dengan maksud sebagai
pedoman dalam penyusunan kebijakan terhadap pelaksanaan dan
pencapaian hasil yang diinginkan dalam kurun waktu 2025
sampai dengan 2029 secara efektif dan efisien, serta memberikan
komitmen pada pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan

dan mendorong keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
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Tujuan disusunnya Renstra DPMPTSP dapat dijabarkan
sebagai berikut:

a. Secara substansial : untuk mewujudkan sinkronisasi,
sinergitas dan keberlanjutan antara RPJMD Kota Palu
Tahun 2025-2029 dengan Renstra DPMPTSP 2025-2029
guna menciptakan tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta
pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi;

b. Secara normatif : sebagai acuan dalam menyusun Rencana
Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta
menjadi pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP
pada Tahun 2025-2029;

c. Secara operasional : menjadi arahan untuk peningkatan
kinerja pemerintahan untuk penunjang urusan penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada Tahun
2025-2029;

d. Secara faktual : menjadi tolak ukur untuk menilai capaian
kinerja DPMPTSP pada Tahun 2025-2029.

1.4  Sistematika Penulisan
Renstra DPMPTSP disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
BAB1 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud Dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

RENSTRA 2025-2029 | BAB 1




BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu
Strategis DPMPTSP
2.1 Gambaran Pelayanan DPMPTSP
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur DPMPTSP
2.1.2 Sumber Daya DPMPTSP
2.1.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis DPMPTSP
2.2.1 Permasalahan Pelayanan DPMPTSP
2.2.2 Isu Strategis
BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB V Penutup
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS DPMPTSP

2.1 Gambaran Pelayanan DPMPTSP
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur DPMPTSP
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) merupakan wunsur pelaksana urusan
Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah. Dipimpin oleh
Kepala Dinas eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali
Kota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Pasal 193 Peraturan
Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat
Daerah, DPMPTSP mempunyai tugas membantu Wali Kota
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
Dengan penyelenggaraan fungsi meliputi:
a. Perumusan kebijakan urusan penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota

terkait dengan tugasnya.
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Uraian tugas dan fungsi DPMPTSP dapat dilihat sebagai

berikut:

1)

Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh wunsur organisasi di

lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu. Sekretaris Dinas menyelenggarakan

fungsi meliputi:

a) pengoordinasian perencanaan program Kkerja pada
Sekretariat;

b) pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis
kesekretariatan Dinas;

c) pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada
Sekretariat;

d) membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian
program kegiatan bidang;

e) pengoordinasian penyelenggaraan administrasi umum
dan kepegawaian Dinas;

f) pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan dan
Beban Kerja;

g) pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan
keuangan dan aset Dinas;

h) pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan Dinas;

i) pengoordinasian fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi
pengelolaan data dan informasi Dinas;

j) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan Dinas;

k) pengoordinasian fasilitasi Kelompok Jabatan

Fungsional Dinas;
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2)

1) pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan  kegiatan
reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian
internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan
dan budaya ASN Dinas;

m) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi,
inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona
integritas, ketatalaksanaan dan budaya ASN pada
Sekretariat;

n) pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil
pemeriksaan;

0) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan
hasil pemeriksaan pada Sekretariat;

p) pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan
pelaporan Dinas;

q) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan,
pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan
program kerja Sekretariat; dan

r) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Sekretaris Dinas membawahi Sub Bagian Kepegawaian

dan Umum, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan

Pelaksana.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Potensi dan
Promosi Daerah mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di
bidang perencanaan, pengembangan dan informasi potensi
Daerah. Bidang Perencanaan, Pengembangan Potensi

dan Promosi Daerah menyelenggarakan fungsi meliputi:
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3)

a) penyiapan penyusunan rencana dan program Kkerja
Bidang Perencanaan, Pengembangan Potensi dan
Promosi Daerah;

b) penyiapan pelaksanaan perencanaan program kerja
Bidang Perencanaan, Pengembangan Potensi dan
Promosi Daerah;

c) penyiapan bahan pengkajian kebijakan dan rencana
penanaman modal dan pengembangan potensi
investasi;

d) penyiapan perumusan dan pengusulan Kkebijakan,
pedoman dan rencana kebijakan pelayanan dan usaha
penanaman modal;

€) penyiapan bahan pengembangan peluang dan potensi
penanaman modal;

f) penyiapan pengoordinasian, pengkajian perumusan dan
penyusunan materi promosi usaha dan penanaman
modal;

g) penyiapan Kkegiatan pameran, misi investasi dan
promosi lainnya serta mengoordinasikan pihak terkait;
dan

h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
terkait dengan tugasnya.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Potensi dan

Promosi Daerah membawahi Kelompok Jabatan

Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang

pelayanan perizinan dan non perizinan. Bidang
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4)

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan menyelenggarakan fungsi meliputi:

a) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kerja Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan;

b) penyiapan pelaksanaan perencanaan program Kkerja
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan;

c) penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi
pelayanan perizinan dan non perizinan, penetapan dan
penerbitan;

d) penyiapan pelaksanaan validasi data dan peninjauan
lapangan;

e) penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
kinerja Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan; dan

f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugasnya.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan

Jabatan Pelaksana.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
menyelengarakan urusan Pemerintahan di bidang
pengendalian penanaman modal, memberikan bimbingan
teknis serta melaksanakan evaluasi terhadap
penyelenggaraan  kebijakan dan kegiatan. Bidang
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

menyelenggarakan fungsi meliputi:
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a) penyiapan penyusunan rencana dan program Kkerja
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

b) penyiapan pelaksanaan perencanaan program dan
kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal;

c) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan fasilitas
bantuan penyelesaian masalah penanaman modal;

d) penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan kegiatan
penanaman modal;

€) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
dan

f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugasnya.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan

Pelaksana.

Bidang Sistem Informasi, Regulasi, dan Evaluasi

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sistem

teknologi  informasi, pengolahan data, deregulasi,

dokumentasi, evaluasi, dan pengaduan. Bidang Sistem

Informasi, Regulasi, dan Evaluasi menyelenggarakan

fungsi meliputi:

a) penyiapan penyusunan rencana dan program kegiatan
Bidang Sistem Informasi, Regulasi, dan Evaluasi;

b) penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan dan
pengembangan sistem teknologi informasi manajemen

pelayanan perizinan terpadu;
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c) penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan atas
berjalannya program aplikasi pelayanan terpadu;

d) penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan dan
pengelolaan data base perizinan dan pemeliharaan data
base perizinan;

€) penyiapan bahan penyusunan prosedur, mekanisme,
persyaratan sebagai dasar pelaksanaan untuk
meningkatkan pelayanan perizinan;

f) penyiapan bahan koordinasi penyelesaian pengaduan
dan melakukan klarifikasi pengaduan;

g) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja
Bidang Sistem Informasi, Regulasi, dan Evaluasi; dan

h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugasnya.

Bidang Sistem Informasi, Regulasi, dan Evaluasi

membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan

Pelaksana.

Tata Kerja dan Mekanisme pelaksanaan tugas Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ialah
sebagai berikut:

1. Tata Kerja dilaksanakan dengan menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik
dalam lingkungan internal, dengan Perangkat Daerah/ unit
kerja lain, maupun dengan instansi di luar Pemerintah
Daerah sesuai dengan tugas.

2. Kepala Unit bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahannya dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas

bawahan.
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3. Kepala Unit berkewajiban mengikuti dan mematuhi
petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

4. Kepala Unit berkewajiban menyampaikan laporan
pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu
kepada atasannya.

5. DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat
membentuk tim kerja.

Struktur Organisasi DPMPTSP juga mengacu pada
Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024 yang dapat dilihat
pada gambar berikut:
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2.1.2 Sumber Daya DPMPTSP

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran secara efektif,
dibutuhkan berbagai dukungan berupa kewenangan, fasilitas
kerja, finansial dan aparatur yang memiliki kinerja yang tinggi,
faktor mutlak

pencapaian tujuan. Berikut ini merupakan gambaran Sumber

sumber daya manusia merupakan syarat

Daya pada DPMPTSP Tahun 2024:

Tabel 2.1.2.1
Data Pegawai DPMPTSP Tahun 2024
No Uraian PNS | PHL | Jumlah
Jenis Kelamin
1 Laki — Laki 12 11 23
2 Perempuan 18 15 33
Jumlah 30 26 .56
Tingkat Pendidikan
1 S2 9 1 10
2 £ 181 17 13 30
3 {SETA 4 12 16
Jumlah | 30 26 - e
Diklat Pimpinan
1 Diklat Pim II 1 1
2 Diklat Pim III 1 1
3 Diklat Pim IV 10 10
Jumlah 12 12
Pangkat/Golongan Ruang
1 IVc 1 1
2 |[IVb 1 1
3 |IVa 7 7
4 |IId 9 9
S III c 2 2
6 IIIb 7 7
7 Il a 1 1
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No Uraian | PNS | PHL | Ji

8 Ind 1 1

9 IIc 1 1
Jumlah | 30 -

Eselon

1 IVA 11 11

2 III B 4 4

3 IIT A 1 1

4 IIB 1 1
Jumlah | 17 o T

Pelatihan / Bimbingan Teknis

1 Etika Pelayanan 2 2

2 | 0SS 1 1

3 SIMBG 1 1

4 ISO 11 11
Jumlah 15 = 1IB

Sumber: Data Kepegawaian DPMPTSP sampai dengan Desember Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.1.2.1 dapat terlihat bahwa jumlah
pegawai DPMPTSP Tahun 2024 sebanyak 56 orang, terdiri dari 30
Pegawai Negeri Sipil dan 26 Pegawai Harian Lepas. Jika merujuk
pada tingkat pendidikan, maka rata-rata pegawai DPMPTSP telah
mengenyam pendidikan mulai dari SLTA hingga jenjang
pendidikan lanjutan Magister. Berdasarkan Data
Pelatihan/Bimbingan Teknis, jika dibandingkan dengan jumlah
pegawai DPMPTSP, maka dapat diketahui bahwa Pegawai
DPMPTSP masih membutuhkan Pelatihan/Bimbingan Teknis
unuk mendukung kerja tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Palu.

Sampai dengan Tahun 2024, kondisi sarana dan prasarana
DPMPTSP dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2.1.2.2
Sarana dan Prasarana DPMPTSP Tahun 2024

No|  SaranaDan 2
1 | Gedung Kantor v 1
2 | Meja N i
3 | Meja Lipat N :
4 | Kursi N i
5 | Kursi Pejabat v 8
6 | Lemari v 12
7 | Komputer v e
8 | Laptop \ 3%
9 | Printer v of
10 | Power Suply v 12
11 | APPAR N ]
12 | Mesin Ketik v 2
13 | Scanner v 8
14 | Dispenser v :
15 | Mini Bus v b
16 | Sepeda Motor v 4
17 | Genset v 1
18 | Sound System v 1
19 | Mesin Pompa Air v !

20 | Telpon Mobile v 1

21 | AC SPLIT y Lol

22 | AC STANDING V 2

23 | TV LED v i

24 | Modem v 3

25 | Switch Hub V °

26 | CCTV v -

Sumber: Data Inventarisasi Barang DPMPTSP sampai dengan Desember 2024

Berdasarkan Tabel 2.1.2.2 dapat terlihat bahwa jumlah
sarana dan prasarana DPMPTSP sebanyak 26 item, 20 item dalam
kondisi lengkap dan 6 item dalam kondisi cukup, jumlah sarana

dan prasarana sebanyak 290 unit. Data sarana dan prasarana
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tersebut bersumber dari Laporan Inventarisasi Barang Tahun

2024.

2.1.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP

DPMPTSP merupakan salah satu Perangkat Daerah yang
menjalankan urusan wajib non pelayanan dasar, makin dituntut
untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanaan tugas dan
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan. Untuk meningkatkan iklim penanaman modal dan
iklim usaha sesuai prioritas nasional dan daerah maka kualitas
tatakelola dan kinerja DPMPTSP dituntut lebih optimal dan tentu
saja harus tidak terlepas dari dukungan dan koordinasi dari
instansi maupun lembaga-lembaga lainnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja DPMPTSP dilakukan
dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja
sasaran dengan realisasinya. Adapun kinerja pelayanan ini dapat
dilihat pada tabel pencapaian kinerja antara target dan
pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP tahun 2020 s/d 2024
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Berdasarkan Tabel 2.1.3.1 dapat dijelaskan beberapa hal

sebagai berikut:

1.

Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota

mulai ditargetkan pada Tahun 2022. Tahun 2022

merupakan tahun awal Renstra DPMPTSP periode 2021-

2026. Capaian Tahun 2022 dan Tahun 2023 sangat

signifikan, namun tidak mencapai target pada Tahun 2024.

Beberapa hal yang menyebabkan tercapainya indikator ini

ialah adanya sosialisasi tata cara penyusunan Laporan

Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaksanakan

secara berkala, serta proses pendampingan yang intens

terkait penginputan pelaporan LKPM. Terjadinya
penurunan pada Tahun 2024 disebabkan oleh beberapa
hal berikut:

- Beberapa perusahaan wajib LKPM yang berada Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) sudah tidak aktif sehingga
berimbas tidak melaporkan LKPM secara rutin;

- Perusahaan yang telah melapor LKPM dengan status
perbaikan, tidak melakukan perbaikan data laporan
LKPM-nya sampai dengan batas waktu tertentu,
sehingga menjadikan laporan LKPM ditolak oleh
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM RI;

- Pelaku usaha/ Perusahaan tidak mengetahui
pemberitahuan kewajiban lapor LKPM yang dikirim
melalui email perusahaan/ pelaku usaha,
mengakibatkan tidak melakukan laporan LKPM;

- Beberapa perusahaan/ pelaku usaha tidak
menindaklanjuti hasil bimbingan teknis dan sosialisasi
terkait LKPM yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
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2. Rata-rata capaian Indeks Kepuasan  Masyarakat
menunjukkan hasil yang baik. Rasio capaian dari tahun ke
tahun telah melampaui target. Adapun penurunan yang
terjadi di Tahun 2024 tidaklah signifikan karena realisasi
masih dalam kategori sangat baik. Penurunan ini terjadi
pada indikator Ketepatan Waktu Pelayanan. Mengalami
penurunan disebabkan proses penerbitan rekomendasi
perizinan oleh Perangkat Daerah teknis melampaui waktu
yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP.

3. Indikator Jumlah Investor (PMA/PMDN) terus mengalami
peningkatan. Hal ini dapat diartikan bahwa kepatuhan
Investor dalam merealisasikan investasinya semakin
meningkat. Karena Investor yang terdata, merupakan
Investor yang telah melakukan pelaporan LKPM-nya.

4. Indikator Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) mengalami
realisasi yang berfluktuasi namun tetap melampaui dari
target yang ditetapkan. Rasionalisasi Target mulai disusun
kembali Tahun 2022 yang merupakan tahun awal Renstra
DPMPTSP periode 2021-2026. Penyebab terjadinya
penurunan pada Tahun 2024, sama dengan penyebab
turunnya capaian indikator Persentase peningkatan
investasi di Kabupaten/ Kota.

5. Indikator Rasio Daya Serap Tenaga Kerja juga mulai
ditargetkan pada Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026.
Indikator ini direncanakan akan menyerap 3 Tenaga Kerja
per Perusahaan yang ada di Kota Palu. Realisasi setiap
tahun mengalami fluktuasi namun tetap melampaui dari

target yang ditetapkan.
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6. Indikator Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN
memiliki target yang sama dengan indikator Persentase
Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota. Perbedaannya
hanya terletak pada jenis data yang diolah. Indikator
Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota
mengolah data Penanaman Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sedangkan
indikator Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN
hanya mengolah data PMDN saja. Sehingga penyebab
turunnya realisasi PMDN juga sama dengan penyebab
turunnya capaian indikator Persentase peningkatan
investasi di Kabupaten/ Kota.

Dukungan pendanaan juga mempengaruhi optimalnya
capaian target kinerja DPMPTSP. Adapun anggaran dan realisasi
pendanaan DPMPTSP Kota Palu tahun 2020 s/d 2024 dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
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Berdasarkan Tabel 2.1.3.2 dapat dijelaskan beberapa hal
sebagai berikut:

1. Nomenklatur Program Kegiatan Tahun 2020 sudah tidak
tersedia mulai Tahun 2021. Sehingga nilai anggaran dan
realisasinya tidak dapat dijadikan dasar penilaian capaian
realisasi dan rata-rata pertumbuhan anggaran. Anggaran
Tahun 2020 sebesar 1.403.739.208 dan realisasi
1.376.286.504 dengan capaian 98%. Nilai ini jika di
bandingkan dengan anggaran realisasi Tahun 2021-2024
sangat jauh berbeda, hal ini disebabkan karena anggaran
kegiatan Gaji dan Tunjangan masih dikelola oleh DPKAD
Kota Palu.

2. Nomenklatur Program Kegiatan DPMPTSP Tahun 2021-
2024 menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

3. Capaian realisasi anggaran DPMPTSP kurun waktu 2021-
2024 secara umum mengalami fluktuasi pada setiap
tahunnya. Namun fluktuasi tersebut tidak begitu
signifikan, dapat dilihat pada persentase capaian setiap
tahunnya rata-rata berada pada 96%.

4. Pertumbuhan anggaran DPMPTSP kurun waktu 2021-2024
rata-rata meningkat 4,69% dengan realisasi 4,59%.

Selain pencapaian Kinerja Pelayanan dan uraian dukungan
pendanaan, Kinerja lainnya yang telah diperoleh oleh DPMPTSP
ialah sebagai berikut:

1. Akreditasi ISO 9001:2005, Kualitas Mutu Pelayanan
Lembaga Penjamin Mutu oleh Sucofindo sejak Tahun 2023.

2. Penilaian Evaluasi Pemantauan Penyelenggaraan Kinerja
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Pelayanan Publik oleh Kemen PAN RB Tahun 2024, dengan
hasil A+ (Sangat Baik).

Penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM oleh Kementrian
hukum dan HAM Tahun 2024, dengan hasil A+ (Sangat
Baik).

Pemenuhan indikator Pelayanan Publik MCP oleh KPK RI
Tahun 2024 mencapai hasil 100%.

Penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman Tahun 2024,
dengan hasil 94.97 (Sangat Baik).

Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Oleh Kemeterian Investasi/
BKPM Tahun 2024, dengan hasil 84.156 (Sangat Baik).

Selanjutnya untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan dan

beradaptasi terhadap perkembangan zaman, maka DPMPTSP terus

melakukan inovasi, diantaranya sebagai berikut:

£

Penyelenggaraan dan pengembangan MPP (Mal Pelayanan
Publik) sejak Tahun 2023.

Penerapan dan pengembangan ESIGA (Sistem Informasi
Pengendalian dan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik).
Merupakan aplikasi daerah yang fungsi utamanya sebagai
aplikasi untuk memproses layanan perizinan sejak
pendaftaran sampai dengan penerbitan dokumen perizinan.
Dokumen perizinan yang diterbitkan juga telah
tertandatangan secara elektronik dengan bersertifikasi
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Aplikasi ini melayani
seluruh perizinan yang tidak terlayani pada Aplikasi
Nasional (OSS dan SIMBG).

Penerapan dan pengembangan PIPRO (Peta Investasi dan
Promosi). Merupakan aplikasi daerah dalam bentuk peta
berbasis digitasi spasial yang ditampilkan secara realtime

dan berfungsi untuk memberikan informasi yang
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dibutuhkan calon investor.

4. Pelaksanaan Layanan Inkling (Perizinan Keliling).
Merupakan pendampingan perizinan berusaha kepada
masyarakat/ Pelaku Usaha di Kota Palu untuk
mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaksanaan
layanan menyasar pada kantor-kantor Kelurahan maupun
ruang-ruang publik yang ada di Kota Palu.

5. Pelaksanaan Layanan Berdasi (Berburu Data Investasi).
Merupakan upaya percepatan realisasi investasi dengan
cara melakukan pendampingan pengisian Laporan
Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan penyelesaian
permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan Layanan
dilakukan secara  langsung  dengan mendatangi

perusahaan-perusahaan yang telah ditargetkan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
Kelompok sasaran layanan adalah pihak-pihak yang
menjadi penerima manfaat dari layanan yang diberikan oleh
Perangkat Daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
maka DPMPTSP menetapkan kelompok sasaran layanan yang
akan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
tersebut. Kelompok sasaran yang ditetapkan mencakup berbagai
pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam kegiatan
penanaman modal serta layanan perizinan dan non-perizinan.
Kelompok sasaran yang dimaksud meliputi:
a. Masyarakat Umum, Pelaku Usaha dan Investor. Sebagai
kelompok sasaran utama dalam pemberian layanan secara
langsung, baik dalam hal pemberian informasi peluang

investasi, fasilitasi investasi dan pendampingan investasi,
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2.2
2.2.1

maupun untuk mendapatkan kemudahan layanan
perizinan dan non-perizinan.

Perangkat Daerah dan Instansi Terkait. Sebagai mitra
untuk mempermudah koordinasi lintas sektor, integrasi
data, sinkronisasi kebijakan, dan penyederhanaan layanan
perizinan.

Lembaga Pendidikan dan Akademisi. Sebagai mitra dalam
penelitian, kajian kebijakan investasi dan pelayanan
publik, serta pengembangan sistem pelayanan berbasis
data dan teknologi.

Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM). Sebagai mitra dalam memberikan
masukan, kritik, dan saran konstruktif terhadap kebijakan
investasi dan pelayanan publik.

Media Massa. Sebagai mitra dalam penyebarluasan
informasi terkait kebijakan, program, dan layanan untuk
membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

pelayanan publik.

Permasalahan Dan Isu Strategis DPMPTSP
Permasalahan Pelayanan DPMPTSP

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari

kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi

ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan berdasarkan
urusan pada Bab II RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029,

menguraikan tentang identifikasi permasalahan yang didasari

pada gambaran umum serta permasalahan pembangunan Kota

Palu tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024, terkait dengan tata

kelola pemerintahan yang nampaknya perlu dibenahi beberapa
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aspeknya, antara lain adalah Implementasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Belum Optimal (Smart government), Layanan
Publik Belum dikelola dengan Optimal (Smart Governance),
penataan dan peningkatan kompetensi ASN dan akuntabilitas
kinerja yang masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, identifikasi
permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus
ditangani pada Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
ialah sebagai berikut:

1. Masih kurang optimalnya pengelolaan data investasi serta
data potensi investasi Kota Palu yang dapat dipromosikan
untuk menunjang peningkatan jumlah investasi di Kota
Palu;

2. Masih perlunya peningkatan sistem pelayanan investasi
yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
yang terintegrasi;

3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan
perizinan dan Penanaman Modal Kota Palu.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan tantangan
tersebut, maka DPMPTSP akan menjadikan identifikasi
permasalahan tersebut menjadi fokus permasalahan yang
dominan. Sehingga permasalahan yang telah diidentifikasi oleh
RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 tetap selaras dengan Renstra
DPMPTSP Tahun 2025-2029. Permasalahan lain yang juga
menjadi identifikasi DPMPTSP ialah sebagai berikut:

1. Kurangnya Kebijakan Daerah yang menjadi dasar
penguatan investasi dan layanan perizinan dan non
perizinan. Kebijakan yang dimaksud termasuk dokumen
Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) serta Standar
Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

terintegrasi yang belum diperbarui.
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2. Belum tersedianya dokumen proposal proyek investasi yang
siap untuk ditawarkan kepada investor.

3. Rendahnya sinergi lintas sektor dalam meningkatkan
investasi dan pelayanan perizinan yang cepat.

4. Keterbatasan kapasitas sumber daya, baik sumber daya
manusia (SDM) maupun dukungan sarana dan prasarana
serta pendanaan. Keterbatasan kapasitas SDM yang
dimaksud mengacu pada kondisi kebutuhan aparatur yang
memiliki kompetensi pengolahan data dan pengoperasian

sistem layanan berbasis TIK.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi
daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara
signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis Kota Palu
dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan
hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional
yang relevan untuk pembangunan Kota Palu tahun 2025-2029.
Dalam bab II RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029, isu-isu
strategis yang relevan untuk DPMPTSP dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 2.2.2
Isu Strategis
1SU 1SU 1SU . S 1SU
GLOBAL NASIONAL REGIONAL (SULAWESI REGIONAL
(DUNIA) (INDONESIA) (SULAWESI) TENGAH) (KOTA PALU)
1 2 3 4 5
Peningkatan IS.11 IS.1 Kontribusi IS.3 Kondusifitas | IS.2 Laju
investasi Pencemaran dan Ekonomi Wilayah | Daerah dan pertumbuhan
teknologi hijau kerusakan Sulawesi Stabilitas ekonomi dan
lingkungan Terhadap Produk | Ekonomi Makro ekonomi inklusif
masih menjadi Domestik Bruto Masih Perlu
tantangan untuk (PDB) nasional ditingkatkan
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ISU IsU ISU ISU
GLOBAL NASIONAL REGIONAL mm% REGIONAL
(DUNIA) (INDONESIA) (SULAWESI) ke (KOTA PALU)

¥ 2 3 4 5
mencapai masih rendah

ekonomi hijau;

mencapai 7,11

persen
IS.15 Rendahnya
peran perkotaan
di Indonesia
terhadap
pertumbuhan
ekonomi

Tren Teknologi IS.12 Teknologi IS.3 Kondisi IS.6 Tata Kelola I8.6 Tata kelola
baru (Al dan digital, Infrastruktur di Pemerintahan pemerintahan
Industri 5.0, infrastruktur dan | Wilayah Belum Optimal dan reformasi
Digitalization dan | literasi digital Sulawesi, baik birokrasi
Future of Work) masih terbatas Infrastruktur

Dasar maupun

Konektivitas,

masih belum

optimal

Tabel 2.2.2 menunjukkan bahwa isu strategis yang
termuat, merupakan isu-isu yang memiliki keterkaitan dengan
tugas dan fungsi DPMPTSP. Isu peningkatan investasi teknologi
hijau berkaitan dengan isu laju pertumbuhan ekonomi dan
ekonomi inklusif. Isu tren teknologi baru juga berkaitan dengan
isu tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yang
mendorong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

DPMPTSP memiliki peran penting dalam memastikan
bahwa investasi yang diizinkan tidak hanya memberikan manfaat
ekonomi, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan
dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan
sumber daya alam. Sehingga isu
oleh DPMPTSP,

strategis yang mampu mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan

strategis yang perlu

dikedepankan seharusnya merupakan isu

identifikasi permasalahan serta pertimbangan terhadap isu
strategis global, nasional dan regional, maka kondisi yang
dikedepankan sebagai Isu Strategis DPMPTSP Tahun 2025-2029

ialah sebagai berikut:
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1.

Kepastian hukum dan kepatuhan lingkungan dalam
perizinan. Kondisi ini dapat mendukung pertumbuhan
ekonomi Kota Palu dengan tetap memperhatikan
pengelolaan lingkungan.

Pelayanan publik yang inklusif dan digital. Kondisi ini
dapat memastikan bahwa semua orang, termasuk
kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia,
dan masyarakat dengan tempat tinggal yang jauh,
memiliki akses yang sama terhadap layanan publik, serta
dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam
penerimaan pelayanan.

Data investasi, data potensi dan data perizinan yang
berkualitas. Kondisi ini dapat menyediakan data yang
akurat, lengkap dan dapat diandalkan.

Sumber daya pendukung Layanan yang berkualitas.
Kondisi ini dapat mendukung peningkatan kepuasan
masyarakat terhadap layanan yang diberikan dari segi

sumber daya manusia, sarana dan prasarana.
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Berdasarkan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Tujuan
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk
menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan
Norma, Strandar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan
oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025-2029 didasarkan pada NSPK
Kementerian yang terkait dengan penanaman modal dan
pelayanan perizinan dan non perizinan, serta sasaran RPJMD Kota
Palu Tahun 2025-2029.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2025-2029, Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM mengambil peran pada Prioritas Nasional 02
“Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara yang
Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan,
Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau,
dan Ekonomi Biru”, dan Prioritas Nasional 05 “Melanjutkan
Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya
Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”.
Selanjutnya turun pada Program Prioritas 02.22 Pengembangan
Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru, Program
Prioritas 05.01 Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA
Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi,
serta Berorientasi Ekspor, dan Program Prioritas 05.04

Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan
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Global. Dengan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas 02.22.03 Peningkatan produktivitas
perikanan yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan;

2. Kegiatan Prioritas 02.22.04 Pengembangan Industri
Garam dan Produk Olahan Hasil Laut;

3. Kegiatan Prioritas 05.01 Pengembangan Hilirisasi Nikel,
Tembaga, Bauksit, Timah, Kelapa Sawit, Kepala, Rumput
Laut, Industri Kimia, Industri Semikonduktor;

4. Kegiatan Prioritas 05.01.18 Penguatan Industri Logam
Dasar, Besi dan Baja;

5. Kegiatan Prioritas 05.04.01 Peningkatan Investasi Swasta
Prioritas sebagai Pendorong Transformasi Ekonomi;

6. Kegiatan Prioritas 05.04.02 Peningkatan Investasi yang
berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam
rantai nilai global,

7. Kegiatan Prioritas 05.04.03 Peningkatan Investasi dalam
infrastruktur konektivitas dan logistik.

Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-
2029 memuat visi “Terwujudnya Penanaman Modal yang Tinggi
dan Berkualitas untuk Menuju Indonesia Emas 2045” dengan
misi “Mengakselerasi Peningkatan Penanaman Modal untuk
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global”. Untuk mewujudkan
visi misi tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
menetapkan “Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus
pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor,
dan Berbasis Kewilayahan” sebagai tujuan. Selanjutnya untuk
mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan sasarannya sebagai
berikut:

- Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang

Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata;
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- Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif serta Pelayanan
Penanaman Modal yang Prima.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis
tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menetapkan
3 Arah kebijakan sebagai berikut:

1. Akselerasi Peningkatan Penanaman Modal yang Berfokus
pada Sektor Prioritas Penanaman Modal dan Hilirisasi
Investasi Strategis Guna Mewujudkan Pencapaian Nilai
Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah,
Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata;

2. Meningkatkan kualitas Iklim dan kerja sama penanaman
modal untuk mendukung kepastian berusaha dan daya
tarik penanaman modal;

3. Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Penanaman Modal
untuk Memperkuat Reformasi Birokrasi Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 memuat Visi Kota
Palu Tahun 2025-2029 yaitu

, . Visi
ini akan ditempuh dengan empat misi pembangunan jangka
menengah Kota Palu Tahun 2025-2030, yaitu:

1. Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan
investasi, serta pengembangan dunia bisnis yang berdaya
saing;

2. Meningkatkan akselerasi pengelolaan lingkungan dan
penataan kota yang layak huni;

3. Meningkatkan akselerasi transformasi sosial dan
pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas;

4. Memantapkan inovasi dan kolaborasi dalam tata kelola
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pemerintah yang profesional.

Merujuk uraian Visi Misi Kota Palu Tahun 2025-2029
tersebut, DPMPTSP akan menyasar pada Misi 1 dan Misi 4 yang
dianggap relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP.
Misi 1 memuat Tujuan T.1 terwujudnya pertumbuhan ekonomi,
investasi, dan pengembangan bisnis yang produktif dan berdaya
saing, dengan Sasaran $.1.2 meningkatnya nilai investasi,
kemudahan berusaha, dan daya saing daerah. Sedangkan Misi 4
memuat Tujuan T.4 terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
inovatif, kolaboratif, dan profesional, dengan Sasaran S.4.4
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Palu Tahun
2025-2030 disusun dengan prinsip harmonisasi dan integrasi
terhadap kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi
Tengah. Perumusan tujuan ini memperhatikan secara cermat
dokumen perencanaan tingkat nasional, seperti RPJMN 2025-
2029 serta visi, misi, dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Di tingkat regional, RPJMD Kota Palu juga disinergikan dengan
RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah serta 9 Program Prioritas
BERANI yang diusung oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Berkaitan
dengan hal tersebut, maka Renstra DPMPTSP Kota Palu Tahun
2025-2029 juga disinergikan dengan Renstra DPMPTSP Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Dalam upaya mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Tengah, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
menyasar Berani Harmoni sebagai salah satu Program Prioritas
Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
Berani Harmoni dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi
Tengah melalui Berani Berinvestasi dan Berani Bermitra. Berani

Berinvestasi ialah mempermudah proses investasi dengan
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layanan cepat, transparan dan berbasis digital; memberikan
kepastian hukum dan regulasi; menawarkan investasi menarik
bagi investor; meningkatkan promosi — memberikan insentif
kepada pelaku usaha, mengarahkan untuk investasi hijau dan
investasi biru. Berani Bermitra dilaksanakan dalam rangka
mendukung UMKM untuk naik kelas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka DPMPTSP Kota
Palu menetapkan “Mewujudkan Iklim Investasi yang

Kompetitif” sebagai Tujuan Renstra Tahun 2025-2029. [klim
Investasi yang Kompetitif dapat dimaknai dengan kondisi yang
mendorong kemudahan, kepastian, dan daya tarik bagi investor
untuk menanamkan modalnya, melalui penyederhanaan regulasi,
pelayanan yang cepat dan transparan.

Kemudahan Investasi yang dimaksud berupa
penyederhanaan regulasi dan percepatan perizinan. Investor dapat
memanfaatkan layanan digital yang difasilitasi DPMPTSP. Investor
cukup mengakses aplikasi Perizinan online, tanpa harus datang
langsung ke kantor-kantor teknis perizinan, dimana semua proses
perizinan lintas dinas dikoordinir oleh DPMPTSP. Investor juga
bisa mendapatkan pendampingan teknis terkait tata cara
mengakses layanan digital perizinan. Penyederhanaan regulasi
diwujudkan dalam bentuk penghapusan atau penyatuan izin yang
tumpang tindih agar tidak bertentangan dengan Aturan yang ada
pada Pemerintah Pusat.

Kepastian Investasi yang dimaksud berupa regulasi
daerah terkait investasi yang tidak berubah-ubah, proses
perizinan yang sesuai standar, serta fasilitasi pelaporan LKPM bagi
Investor. Hal ini merupakan bentuk jaminan Pemerintah Daerah,
agar investor merasa aman, terlindungi, serta memperoleh

perlakuan adil selama proses dan masa operasi usahanya.
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Daya Tarik Investor diwujudkan dalam bentuk
ketersediaan potensi daerah dan peluang usaha, pengurangan/
keringanan/ pembebasan pajak/ retribusi daerah, pemberian
bantuan modal, ketersediaan infrastruktur Pendukung,
ketersediaan tenaga kerja berkualitas, serta lingkungan yang
aman bagi operasional usaha.

Rumusan Tujuan Renstra DPMPTSP juga disesuaikan
dengan Urusan Penanaman Modal yang termuat pada Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada
Instruksi Menteri Dalam Negeri ini juga memuat indikator
tujuan, yaitu “Persentase Peningkatan Investasi”.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Persentase Peningkatan Investasi diperoleh
dengan menggunakan rumus ‘jumlah investasi tahun n
dikurang jumlah investasi tahun n-1, dibagi dengan jumlah
investasi tahun n-1, dikali 100%”. Jumlah investasi yang
dimaksud ialah jumlah yang telah direalisasikan oleh investor
dalam satuan rupiah di wilayah Kota Palu.

Untuk mencapai indikator tujuan tersebut, maka
diperlukan rumusan sasaran yang tepat. Sasaran adalah rumusan
kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian
kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/ aspek prioritas

menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat
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Daerah. Dalam mencapai tujuan Renstra Tahun 2025-2029,
DPMPTSP menetapkan 2 Sasaran, yaitu:
%+ Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif
%+ Terwujudnya pelayanan perizinan yang
akuntabel
Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif merupakan
sasaran langsung untuk mencapai tujuan Renstra DPMPTSP
Tahun 2025-2029. Sasaran ini ditandai dengan bertambahnya
nilai atau jumlah dana yang benar-benar telah ditanamkan oleh
investor di wilayah Kota Palu baik modal dalam negeri/ PMDN
maupun modal asing/ PMA. Indikator yang digunakan ialah

Nilai Realisasi Investasi yang bersumber dari pengolahan
data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang menjadi
laporan wajib bagi Investor. Pelaporan LKPM berpedoman pada
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko. Nilai Realisasi Investasi yang dimaksud
ialah jumlah yang telah direalisasikan oleh investor dalam satuan
rupiah di wilayah Kota Palu.

Terwujudnya pelayanan perizinan yang akuntabel
ditandai dengan kondisi investor/ masyarakat yang semakin puas
terhadap kualitas layanan yang diberikan. Indikator yang
digunakan ialah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
terhadap Layanan Perizinan yang bersumber dari
pengolahan data survei kepuasan masyarakat. Pelaksanaan IKM
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik.
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Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Tahun

2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP
Tahun 2025-2029

¢ TARGET
TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR N s e TAHUN
2025-2029
1 2 3 4 5
Me.wu_iUdkan Pers'entase (Jumlah Investasi Tahun n - 14 - 18
Iklim Peningkatan Jumlah Investasi Tahunn-1) . 1500, (Persen)
Investasi Investasi Jumlah Investasi Tahun n-1
yang
Kompetitif
Terwujudnya | Nilai = ) PMDN 65 - 80
iklim realisasi Realisasi Investasi . PMA 25 - 40
investas-i.yang investasi Target Investasi (Persen)
kompetitif
Terwujudnya | Indeks Hasil Pengolahan Data 98.00 - 98.50
pelayanan Kepuasan Survei Kepuasan Masyarakat (Poin)
perizinan Masyarakat (SKM)
yang terhadap
akuntabel Layanan
Perizinan
Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dijelaskan beberapa hal
sebagai berikut:
1. Jumlah Investasi dan Nilai Realisasi Investasi bersumber

dari jumlah yang telah direalisasikan oleh investor dalam
satuan rupiah di wilayah Kota Palu.

Target indikator Persentase Peningkatan Investasi
diproyeksikan meningkat sekitar 14% - 18% pada periode
2025-2030. Nilai
Pertumbuhan PMA dan PMDN Tahun 2025-2029 yang
direncanakan oleh dan
Hilirisasi/BKPM dalam dokumen Renstranya. Dalam
dokumen tersebut, Persentase Pertumbuhan PMA dan

PMDN Tahun 2025-2029 berada diantara 14% - 18%.

ini mengacu pada Persentase

Kementerian Investasi
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3. Indikator Nilai Realisasi Investasi dibagi atas 2 jenis, yaitu
PMDN dan PMA. Capaian PMDN ditargetkan diantara 65% -
80%, sedangkan capaian PMA ditargetkan diantara 25% -
40%. Formulasi realisasi investasi bersumber dari
pengolahan data LKPM. Sedangkan target investasi
bersumber dari target yang diberikan oleh Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui DPMPTSP Provinsi
Sulawesi Tengah pada setiap tahunnya.

4. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
Perizinan ditargetkan pada poin diantara 98.00 - 98.50.
Poin ini akan diperoleh dari pengolahan data survei
kepuasan masyarakat oleh DPMPTSP Kota Palu.

S. Target pada Tabel 3.1 akan menjadi dasar penilaian pada
Tahun 2025 - 2030. Namun target tersebut dapat
dilakukan penyesuaian jika dianggap sudah tidak sesuai
lagi untuk dijadikan dasar pada tahun pelaksanaannya.
Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran berdasarkan target

indikator yang telah ditetapkan tersebut, maka diperlukan
langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas
DPMPTSP untuk dijadikan strategi. Berdasarkan Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Strategi Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang
komprehensif berisikan langkah-langkah / upaya yang akan
dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan,
fokus, lokus dan penentuan program/ kegiatan/ subkegiatan
dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai
tujuan/ sasaran Renstra Perangkat Daerah. Tahapan yang
dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan
pada Strategi Renstra DPMPTSP terdiri dari 5 Tahapan yang
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dimulai pada Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030. Penahapan
Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya untuk menjaga
kesinambungan antara dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2025-
2029 dengan dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2030-2034.
Penahapan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Penahapan Strategi DPMPTSP
TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V
(2026) (2027) (2028) (2029) (2030)

1 2 3 4 5
Penguatan Penguatan Mengintensifkan | Evaluasi Layanan
Kebijakan Data Potensi | Promosi Kinerja dan Digital Yang
Daerah Investasi Investasi Penguatan Inklusif
terkait Daerah Keberlanjutan
Investasi dan
Pelayanan
Publik

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dijelaskan beberapa hal

sebagai berikut:

1.

TAHAP I (2026) akan berfokus pada penyusunan Peraturan
Daerah/ Kepala Daerah/ Kebijakan Lainnya terkait
Investasi dan Perizinan, seperti penyusunan dokumen
Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), pemutakhiran
Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang terintegrasi. Penyusunan dokumen-dokumen
dijadikan
pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta perlindungan hukum
bagi Pelaku Usaha.

TAHAP II (2027) akan berfokus pada peningkatan kualitas,

akurasi, dan efektivitas data potensi unggulan yang

tersebut sebagai landasan  penguatan

digunakan untuk menarik investor, termasuk pula
penyusunan dokumen proposal proyek investasi yang siap

untuk ditawarkan kepada investor.
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3. TAHAP III (2028) akan berfokus pada peningkatan
intensitas promosi dengan memperluas jangkauan target

dan

frekuensi promosi

investor, meningkatkan
menggunakan metode Promosi yang lebih kreatif, inovatif
dan mudah diakses.
4. TAHAP 1V (2029) akan berfokus pada pengukuran dan
analisis pencapaian tujuan DPMPTSP, serta perumusan
strategi untuk Renstra DPMPTSP selanjutnya dan akan
diselaraskan pula dengan RPJMD Kota Palu selanjutnya.

5. TAHAP V (2030) akan berfokus pada menjaga kualitas
layanan berbasis digital yang terintegrasi, dengan proses
yang cepat, mudah diakses oleh semua orang dan menu
layanan yang lengkap untuk mewujudkan transformasi
digital pada Pelayanan Publik.

Rincian Pelaksanaan Kegiatan pada Penahapan Strategi
Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 3.3
Rincian Penahapan Strategi DPMPTSP
TAHAP I TAHAP I TAHAP III TAHAP TAHAP V
2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5
TUJUAN: Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif
SASARAN 1: Meningkatnya Realisasi Investasi
Penyusunan Penyusunan Melaksanakan Monitoring dan | Layanan
Dokumen Dokumen Proposal Promosi Evaluasi Capaian | Berbasis Digital
RUPM, Proyek Investasi, Penanaman Tujuan, Sasaran | yang
Dokumen SP, Dokumen Peta Modal dan IKU DPMPTSP | Terintegrasi
Dokumen SOP Potensi Sektor
Prioritas
Memfasilitasi Memfasilitasi Memfasilitasi Memfasilitasi Memfasilitasi
Kemitraan Kemitraan antara Kemitraan Kemitraan antara Kemitraan
antara Usaha Usaha Besar dengan | antara Usaha Usaha Besar antara Usaha
Besar dengan UMKM di Kota Palu Besar dengan dengan UMKM di Besar dengan
UMKM di Kota UMKM di Kota Kota Palu UMKM di Kota
Palu Palu Palu
Mengikuti Mengikuti/ Mengikuti/ Mengikuti/ Mengikuti/
Forum Bisinis Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan
Forum Bisinis Forum Bisinis Forum Bisinis Forum Bisinis
Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan
Penyelesaian Penyelesaian Penyelesaian Penyelesaian Penyelesaian
Permasalahan Permasalahan dan Permasalahan Permasalahan dan | Permasalahan
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TAHAP I TAHAP I TAHAP 1II TAHAP IV TAHAP V
2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5
dan Hambatan Hambatan yang dan Hambatan Hambatan yang dan Hambatan
yang dihadapi dihadapi Pelaku yang dihadapi dihadapi Pelaku yang dihadapi
Pelaku Usaha Usaha Pelaku Usaha Usaha Pelaku Usaha
Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan
Bimbingan Bimbingan Teknis/ Bimbingan Bimbingan Bimbingan
Teknis/ Sosialisasi Teknis/ Teknis/ Teknis/
Sosialisasi Implementasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi
Implementasi Perizinan Implementasi Implementasi Implementasi
Perizinan Perizinan Perizinan Perizinan
Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan
Pengawasan Pengawasan Pengawasan Pengawasan Pengawasan
Penanaman Penanaman Modal Penanaman Penanaman Modal | Penanaman
Modal Modal Modal
Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan
Pengolahan, Pengolahan, Pengolahan, Pengolahan, Pengolahan,
Penyajian dan Penyajian dan Penyajian dan Penyajian dan Penyajian dan
Pemanfaatan Pemanfaatan Data Pemanfaatan Pemanfaatan Data | Pemanfaatan
Data dan dan Informasi Data dan dan Informasi Data dan
Informasi Penanaman Modal Informasi Penanaman Modal | Informasi
Penanaman Penanaman Penanaman
Modal Modal Modal
SASARAN 2: Meningkatnya Kepuasan Pengguna Layanan
Penyusunan Monitoring dan | Layanan
Dokumen SP, Evaluasi Capaian | Berbasis Digital
Dokumen SOP, Tujuan, Sasaran | yang
Dokumen dan IKU DPMPTSP | Terintegrasi
Pendelegasian
Kewenangan,
Dokumen
Penyelenggaraa
n Perizinan
Berusaha
Berbasis Rsiko
Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan
Pelayanan Pelayanan Perizinan | Pelayanan Pelayanan Pelayanan
Perizinan Perizinan Perizinan Perizinan
Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan
Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan
Konsultasi dan Konsultasi dan Konsultasi dan Konsultasi dan Konsultasi dan
Pengaduan Pengaduan Pengaduan Pengaduan Pengaduan
Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan
pemantauan, pemantauan, pemantauan, pemantauan, pemantauan,
analisis, analisis, evaluasi, analisis, analisis, evaluasi, analisis,
evaluasi, dan dan pelaporan di evaluasi, dan dan pelaporan di evaluasi, dan
pelaporan di bidang perizinan pelaporan di bidang perizinan pelaporan di
bidang bidang perizinan bidang
erizinan perizinan
Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan
Pengolahan, Pengolahan, Pengolahan, Pengolahan, Pengolahan,
Penyajian dan Penyajian dan Penyajian dan Penyajian dan Penyajian dan
Pemanfaatan Pemanfaatan Data Pemanfaatan Pemanfaatan Data | Pemanfaatan
Data dan dan Informasi Data dan dan Informasi Data dan
Informasi Perizinan Informasi Perizinan Informasi
Perizinan Perizinan Perizinan
Merujuk pada Fokus Kewilayahan pada Bab III RPJMD

Kota Palu 2025-2029 yang memetakan Wilayah Pengembangan

menjadi 4 (empat) bagian dengan peran dan fungsi strategis

RENSTRA 2025-2029 | BAB III -




masing-masing, maka DPMPTSP akan mengambil peran dan fokus
pada keempat wilayah tersebut. Wilayah-wilayah yang dimaksud
akan dijadikan sebagai lokus pelaksanaan program, kegiatan dan
subkegiatan sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi
DPMPTSP. Hal ini dilakukan untuk keselarasan strategi antar
Perangkat Daerah dan menunjang terciptanya pertumbuhan yang
inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh wilayah kota.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan
dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2025, Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi
NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah
kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka
mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029
merupakan turunuan dari Tujuan, Sasaran serta Strategi Tahun
2025-2029 dengan rumusan sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Daerah/ Kepala Daerah/ Kebijakan
Lainnya terkait Investasi dan Perizinan.

2. Pemutakhiran Data Potensi Daerah.

3. Penyusunan dokumen proposal proyek investasi.
Pengoptimalan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal.

5. Pemutakhiran Standar Pelayanan dan Standar Operasional
Prosedur yang terintegrasi.

6. Pengoptimalan Layanan berbasis Digital Terintegrasi.
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7. Pengoptimalan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan

Perizinan.
8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan.
10. Pengoptimalan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Mal

Pelayanan Publik Digital (MPPD).

Arah Kebijakan tersebut di atas juga merupakan bentuk
dukungan terhadap NSPK dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Palu
Tahun 2025-2029. Bentuk dukungan ini dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029
OPERASIONALISASI ARAE
NO NSPK KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
RPJMD
1 2 3 4
1 Penyelenggaraan M1.AK11. . Penyusunan Peraturan Daerah/ Kepala
Penanaman Modal Meningkatkan Daerah/ Kebijakan Lainnya terkait Investasi
dan Pelayanan pelayanan dan Perizinan;
Perizinan perizinan, . Pemutakhiran Data Potensi Daerah;
kemudahan
berusaha, dan . Penyusunan dokumen proposal proyek
penanaman investasi;
modal; - Pengoptimalan Pengendalian Pelaksanaan
P Penanaman Modal,;
Mer;gemb;mgkan - Pemutakhiran Standar Pelayanan dan
sistem pelayanan Sta:ndar Operasmnal Prosedur yang
pemerintah yang terintegrasi;
terbuka, cepat, . Pengoptimalan Layanan berbasis Digital
dan akurat. Terintegrasi;
. Pengoptimalan Monitoring dan Evaluasi
Pelayanan Perizinan;
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM);
. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Layanan;
. Pengoptimalan Mal Pelayanan Publik (MPP)
dan Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD)

Selanjutnya, Arahan kebijakan Renstra DPMPTSP Tahun

2025-2029 akan menjadi acuan dalam perencanaan program,

kegiatan dan sub kegiatan serta pengalokasian anggaran pada
DPMPTSP.

RENSTRA 2025-2029 | BAB III -




BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pemerintah Kota Palu memiliki Visi “Terwujudnya Kota
Palu Mantap Berkelanjutan, yang Akseleratif, Inovatif, dan
Kolaboratif”. Untuk mencapai visi ini, setiap perangkat daerah
didorong untuk menjalankan program prioritas yang selaras
dengan visi-misi Kepala Daerah dan mendukung pencapaian
Indikator Kinerja Utama daerah. Seluruh Perangkat Daerah harus
menyelaraskan program dan kegiatan sesuai tujuan tercapainya
visi Kepala Daerah dan sinergi dengan visi pembangunan jangka
panjang. Program Perangkat Daerah pada RPJMD Kota Palu
Tahun 2025-2029 memuat rencana program tahun 2025 hingga
tahun 2030. Program perangkat daerah tahun 2030 merupakan
bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan
pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RPKD Tahun
2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah Periode
2030-2034. Oleh karena itu, program tahun 2030 dalam dokumen
RPJMD 2025-2029 dapat dipandang sebagai "jembatan strategis"
yang menyatukan dua periode pemerintahan daerah, memastikan
kesinambungan visi pembangunan, serta memperkuat legitimasi
arah pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kota
Palu.

Berpedoman pada Tabel Program Perangkat Daerah yang
termuat dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029 serta Tabel
Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Dan Pendanaan pada
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
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Pintu (DPMPTSP) merumuskan Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan dimulai dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030.
Program Tahun 2030 pada Renstra DPMPTSP merupakan bagian
dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat
Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2030.
Rumusan Program ini juga mengacu pada Kinerja Renstra
Perangkat Daerah Per Urusan Pemerintahan Daerah yang termuat
dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Agar
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tetap relevan dengan RPJMD
Kota Palu Tahun 2025-2029, maka rumusan Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan Renstra DPMPTSP akan dikaitkan dengan
Sasaran RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029. Keterkaitan ini
dapat dilihat pada tabel berikut:
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DPMPTSP menetapkan 6 Program, 15 Kegiatan dan 43
Subkegiatan untuk mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kota
Palu sesuai Tugas dan Fungsi serta kewenangannya pada periode
Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030. Namun Program,
Kegiatan dan sub Kegiatan yang telah ditetapkan ini tidak
seluruhnya dipergunakan pada setiap tahunnya. Penggunaannya
disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih pada dukungan
pencapaian program prioritas dan program unggulan. Disamping
itu, dukungan penganggaran yang memadai juga sangat penting.
Ketersediaan anggaran menjadi salah satu kunci untuk
mewujudkan target-target yang ada. Jika ketersediaan anggaran
tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan dilakukan
penyesuaian dengan mengoptimalkan anggaran yang ada dan
mengoptimalkan kebutuhan, serta melakukan penyesuaian target
pada tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang
akan dilaksanakan pada tahun yang direncanakan. Penyesuaian-
penyesuaian tersebut akan termuat dalam dokumen Rencana
Kerja (Renja) DPMPTSP.

Lebih lanjut rincian Rencana Program, Kegiatan dan sub
Kegiatan beserta Pendanaan DPMPTSP pada Renstra Tahun
2025-2029 dapat dilihat pada Tabel berikut:

RENSTRA 2025-2029 | BAB IV -
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Berdasarkan Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 dapat dijelaskan

beberapa hal sebagai berikut:

1.

Tabel 4.2 merupakan daftar sub kegiatan yang mendukung
Tabel Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palu
2025-2030 yang termuat dalam RPJMD Kota Palu Tahun
2025-2029.

Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palu
merupakan turunan langsung dari visi, misi, tujuan, dan
sasaran pembangunan daerah.

Tabel 4.3 merupakan daftar sub kegiatan yang mendukung
Tabel Program Unggulan Pembangunan Daerah Kota Palu
2025-2030 yang termuat dalam RPJMD Kota Palu Tahun
2025-2029.

Program Unggulan Pembangunan Daerah Kota Palu
merupakan penjabaran program ke dalam Program 35
yang merupakan kelanjutan, penyempurnaan, dan
pelengkap dari Program 53 yang telah dilaksanakan pada
periode sebelumnya (2021-2025).

Pada Program 53, DPMPTSP mendukung Program
Penerapan QSL (Quick Service License) yang termasuk
dalam Agenda Pemerintahan Mantap Melayani.

Pada Program 35, DPMPTSP mendukung Program Palu
Investment Forum yang termasuk dalam Agenda
Ekonomi Mantap Berdaya Saing.

Program 35 akan dijalankan secara selaras dengan
Program 53 selama periode RPJMD 2025-2030.

Program Prioritas dan Program Unggulan menjadi bagian
penting dalam menjamin kesesuaian arah pembangunan

lokal dengan kerangka kerja strategis yang lebih luas.
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Untuk mengukur ketercapaian Tujuan dan Sasaran pada
Renstra Tahun 2025-2029, DPMPTSP menetapkan 2 Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.5
IKU DPMPTSP
IKATOR SATUAN i & L
= e 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 | Nilai realisasi Persen PMDN | PMDN | PMDN | PMDN | PMDN | PMDN
investasi 65-75|65-75|65-75|75-80 | 75-80 | 75-80
PMA PMA PMA PMA PMA PMA
25-35 | 25-35]25-35|35-40|35-40 | 35-40
2 | Indeks Kepuasan Poin 98.00 98.00 98.20 98.30 98.40 98.50
Masyarakat
terhadap Layanan
Perizinan

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan beberapa hal
sebagai berikut:

1. IKU yang ditetapkan DPMPTSP juga merupakan indikator
dari Sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029.

2. Target Nilai Realisasi Investasi dibagi atas 2 jenis, yaitu
PMDN dan PMA. Capaian PMDN ditargetkan sekitar 65% -
80%, sedangkan capaian PMA ditargetkan sekitar 25% -
40%. Capaian akan diperoleh dari membandingkan
realisasi investasi dengan target investasi. Data realisasi
investasi bersumber dari pengolahan data Laporan
Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang menjadi laporan
wajib bagi Investor dengan jumlah yang telah direalisasikan
oleh investor dalam satuan rupiah di wilayah Kota Palu.
Sedangkan data target investasi bersumber dari target
yang diberikan oleh Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM melalui DPMPTSP Provinsi Sulawesi
Tengah pada setiap tahunnya.

3. Data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan
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Perizinan bersumber dari pengolahan data survei kepuasan

yang
pengguna layanan perizinan maupun non perizinan. Nilai

masyarakat dikhususkan kepada responden
ini ditargetkan dapat mencapai poin rata-rata 98 pada
setiap tahunnya.
Selain itu, DPMPTSP menetapkan target penyelenggaraan
urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Target IKK
DPMPTSP pada Renstra Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada

Tabel berikut:

Tabel 4.6
IKK DPMPTSP
- TARGET TAHUN
NO | INDIKATOR SATUAN KET
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Persentase Persen 14% 15% 16% 17% 18% | 18.5% | Permendagri
peningkatan 18/2020
investasi di
Kabupaten/
Kota
Jumlah Investor 7,000 | 7,400 | 7,800 | 8,200 | 8,600 | 9,000 | Permendagri
investor 86/2017
berskala
nasional
(PMDN/PMA)
Jumlah nilai Miliar 850 978 | 1.134 | 1.327 | 1.565 | 1.855 | Permendagri
investasi Rupiah 86/2017
berskala
nasional
(PMDN/PMA)
Rasio daya Tenaga 7 7 8 8 9 9 | Permendagri
serap tenaga Kerja/ 86/2017
kerja Perusahaan
Kenaikan/ Persen 14% 15% 16% 17% 18% | 18.5% | Permendagri
Penurunan 86/2017
Nilai
Realisasi
PMDN

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dijelaskan beberapa hal

sebagai berikut:

1.

Indikator Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/
Kota merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan
Pemerintahan Daerah.

Evaluasi Penyelenggaraan
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Sedangkan Indikator lainnya merujuk pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Indikator Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /
Kota diproyeksikan meningkat sekitar 14% - 18% pada
periode 2025-2030. Nilai ini mengacu pada Persentase
Pertumbuhan PMA dan PMDN Tahun 2025-2029 yang
direncanakan oleh Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/BKPM dalam dokumen Renstranya. Dalam
dokumen tersebut, Persentase Pertumbuhan PMA dan
PMDN Tahun 2025-2029 berada diantara 14% - 18%.
Indikator ini juga menjadi indikator Tujuan Renstra
DPMPTSP Kota Palu Tahun 2025-2029.

Indikator Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
dimulai dengan target 7000 investor dan akan
direncanakan meningkat sekitar 5% pada setiap tahunnya.
Nilai awal ini diperoleh dari nilai rata-rata penerbitan NIB
(Nomor Induk Berusaha) Pelaku Usaha yang ada di Kota
Palu periode tahun 2022-2024.

Indikator Jumlah nilai investasi berskala nasional
(PMDN/PMA) dimulai dengan target 850 miliar rupiah yang
merupakan target yang diberikan oleh Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui DPMPTSP Provinsi
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Sulawesi Tengah pada awal Tahun 2025. Peningkatan
setiap tahunnya diproyeksikan meningkat diantara 127
miliar - 290 miliar atau sekitar 14% - 18% mengikuti target
Persentase Peningkatan Investasi. Sehingga diharapkan
total realisasi pada tahun 2030 sejumlah 7.709 miliar
rupiah.

Indikator Rasio daya serap tenaga kerja dimulai dengan
target 7 tenaga kerja/ perusahaan yang merupakan nilai
realisasi tahun 2024. Peningkatan 1 tenaga kerja dilakukan
setiap 2 tahun.

Target indikator Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi
PMDN mengikuti target indikator Persentase peningkatan
investasi di Kabupaten/ Kota pada setiap tahunnya. Hal ini
disebabkan sumber data yang digunakan adalah sumber
data yang sama, yaitu data LKPM oleh Investor yang ada di
Kota Palu. Perbedaannya terletak pada realisasi indikator

ini berfokus pada penanaman modal dari dalam negeri.
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Renstra DPMPTSP) sebagai dokumen
perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah, disusun dengan
maksud sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan terhadap
pelaksanaan dan pencapaian hasil yang diinginkan dalam kurun
waktu 2025 sampai dengan 2029. Dokumen ini memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub
kegiatan serta pagu indikatif yang diselaraskan dengan dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Palu Tahun 2025-2029.

Dengan ditetapkannya dokumen ini, diharapkan dapat
menyelesaikan permasalahan dominan yang dihadapi.
Permasalahan tersebut yaitu: kurang optimalnya pengelolaan data
investasi dan data potensi investasi, kurangnya sarana dan
prasarana pelayanan, serta perlunya peningkatan sistem
pelayanan investasi yang berbasis Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) yang terintegrasi. Disamping itu, untuk
menyelesaikan  permasalahan tersebut juga memerlukan
dukungan penganggaran yang memadai. Ketersediaan anggaran
menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan target-target yang
ada. Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
maka akan dilakukan penyesuaian dengan mengoptimalkan
anggaran yang ada dan mengoptimalkan kebutuhan, serta
melakukan penyesuaian target pada tujuan, sasaran, program,
kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
yang direncanakan. Penyesuaian-penyesuaian tersebut akan
termuat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP.

Untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan
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yang dilaksanakan sudah sesuai dengan dokumen perencanaan

yang ada, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan pada
Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1.

Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 mengacu pada
RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029;

Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan
sub kegiatan serta pagu indikatif yang disesuaikan dengan
tugas dan fungsi DPMPTSP;

Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 akan menjadi
pedoman dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP,
yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP hingga menjadi
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP;

Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam
mengevaluasi kinerja DPMPTSP periode Tahun 2025-2029.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan

pada Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 berjalan sesuai dengan

rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka akan

dilaksanakan pengendalian dan evaluasi internal secara berkala

sebagai berikut:

1.

Monitoring dan Evaluasi Tahunan yang dilakukan melalui
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
Evaluasi Tengah Periode yang dilaksanakan pada
pertengahan periode pelaksanaan Renstra yaitu pada
Tahun 2027, untuk menilai kemajuan, menyesuaikan
target, dan melakukan perubahan dokumen bila
diperlukan,;

Evaluasi Akhir Periode yang akan menjadi dasar

penyusunan Renstra berikutnya.
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